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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU 
 

NOMOR 13 TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH 

KABUPATEN BURU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BURU, 
 

Menimbang     :  a.  bahwa untuk mencapai keberhasilan dari suatu organisasi perangkat 

daerah yang merupakan unit pelaksana kewenangan dari 

Pemerintah Daerah bidang pelayanan perijinan dan penanaman 

modal, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah 

Kabupaten Buru untuk menyesuaikan struktur dan tatakerja yang ada 

dalam pelaksanaannya agar lebih efektif dan efisien; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2009 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 

21 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Promosi dan Penanaman Modal dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu sudah tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan 

penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

  
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang 

penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 

61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617): 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Mengingat : 
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Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 3890); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan 

Kabupaten Maluku Tenggara Barat  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan 

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3961);  

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua 

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia   Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438);5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          

Nomor 4724); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 

Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia 



3 
 

Tahun 2002 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4194); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 

tentang  Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4737);  

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 

tentang  Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4741); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU 
dan  

BUPATI BURU, 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR 
PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH 
KABUPATEN BURU.  

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru. 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah otonom yang 

lain sebagai badan eksekutif daerah. 

c. Bupati adalah Bupati Buru. 

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Buru. 

e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru. 
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f. Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah atau disingkat KP3MD adalah 

Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru. 

g. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah 

Kabupaten Buru. 

h. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh 

penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan 

usaha di wilayah Kabupaten Buru. 

i. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan 

daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau 

diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 

j. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau badan untuk melaksanakan 

usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha. 

k. Penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan 

perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan 

sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. 

l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Fungsional di dalam Kantor Pelayanan 

Perijinan dan Penanaman Modal Daerah yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 

jabatan fungsional. 

m. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab 

wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam 

pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau trampil tertentu yang bersifat 

mandiri. 

n. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur  satuan kerja perangkat 

daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.  
 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru 

 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  

Kedudukan 
 

Pasal 3 

(1) Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah adalah unsur pelaksana 

Pemerintah Daerah di bidang pelayanan Perijinan dan penanaman modal sesuai 

dengan kewenangan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
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(2) Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah dipimpin oleh seorang 

Kepala Kantor yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah; 
 

Tugas Pokok 
Pasal 4 

Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah, mempunyai tugas pokok 

melaksanakan tugas di bidang pelayanan Perijinan dan penanaman modal sesuai dengan 

kewenangannya dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati. 

 

Fungsi 
Pasal 5 

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kantor Pelayanan 

Perijinan dan Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan Perijinan dan penanaman modal; 

b. Pembinaan administratif dan teknis maupun pengembangan produksi lainnya dibidang 

pelayanan Perijinan dan penanaman modal; 

c. Pengawasan segala kegiatan usaha bidang Perijinan baik berupa pelayanan perijinan, 

serta pengembangan dan pengolahan potensi penanaman modal daerah; 

d. Perumusan perencanaan dan proses penetapan maupun pelaksanaan program dan 

kegiatan kantor dalam rangka pengelolaan, pelayanan perijinan dan pengembangan 

potensi penanaman modal daerah secara efektif dan efisien;  

e. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dibidang 

pelayanan perijinan dan penanaman modal.     

 

BAB IV 

SUSUNAN ORGANISASI 

 

Pasal 6 

(1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah, terdiri 

dari: 

a. Kepala Kantor; 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

c.  Seksi Pelayanan Perijinan dan Informasi; 

d.  Seksi Promosi dan Penanaman Modal; 

e.  Seksi Pengaduan, Pelaporan dan Evaluasi;  

f   Kelompok Jabatan Fungsional; 

g. Tim Teknis. 


